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Mengingat

BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah,;

s

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
dan
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

S. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pandeglang.

7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang.

8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang.

9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pandeglang.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang

melakqanakm kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.



BAB 11
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKA'T DAILEAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan sustinsn
sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A,
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A

c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A,

d. Dinas Daerah, terdiri dari:

1.-

2.
3.

10.

.

12.

13.

14.

15.
16.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggaraknn
urusan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Keschatan Tipe A, menyelenggarakan urusan Kesehalan,
Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan Bosial;

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang merupakan Satuan
Polisi pamong Praja Tipe B yang melaksanakan urusan ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayann
Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, meyelenggarakan urusan
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan
urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A,
menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A,
menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan Koperasl Usaha Mikro
Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan
Pariwisata dan Kebudayaan,

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Komunikasi, Informatika, Sandl dan Statistik Tipe B,
menyelenggarakan urusan komunikasi dan Informatika, urusan
persandian dan urusan statistik;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan
urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe 1,
menyelenggarakan urusan Perumahan dan kawasan permukiman serta
Pertanahan,

Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan Perhubungan;
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan
urusan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan,
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Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan Perikanan;

18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan Lingkungan

Hidup; dan

19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B, menyelenggarakan

urusan Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

. Badan Daerah terdiri atas:

1.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang
Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan urusan
penelitian dan pengembangan;

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dan barang milik
daerah;

Badan Pendapatan Daerah Tipe B merupakan unsur penunjang
sebagian urusan pemerintahan bidang Keuangan dalam hal pendapatan
daerah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A (intensitas besar) merupakan
urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
Klasifikasi A merupakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan
bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan.

. Kecamatan, terdiri dari:
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Kecamatan Sumur dengan Tipe A;
Kecamatan Cimanggu dengan Tipe A;
Kecamatan Cibaliung dengan Tipe A;
Kecamatan Cikeusik dengan Tipe A;
Kecamatan Cigeulis dengan Tipe A;
Kecamatan Panimbang dengan Tipe A;
Kecamatan Angsana dengan Tipe A
Kecamatan Munjul dengan Tipe A;
Kecamatan Pagelaran dengan Tipe A;

. Kecamatan Bojong dengan Tipe A;

- Kecamatan Picung dengan Tipe A;

. Kecamatan Labuan dengan Tipe A;

. Kecamatan Menes dengan Tipe A;

. Kecamatan Saketi dengan Tipe A;

. Kecamatan Cipeucang dengan Tipe A;
. Kecamatan Jiput dengan Tipe A;

. Kecamatan Mandalawangi dengan Tipe A;
. Kecamatan Cimanuk dengan Tipe A;

. Kecamatan Kaduhejo dengan Tipe A;

. Kecamatan Banjar dengan Tipe A;

. Kecamatan Pandeglang dengan Tipe A;



22. Kecamatan Cadasari dengan Tipe A;

23. Kecamatan Cisata dengan Tipe A;

24, Kecamatan Patia dengan Tipe A;

25. Kecamatan Karangtanjung dengan Tipe A;
26. Kecamatan Cikedal dengan Tipe A,

27. Kecamatan Cibitung dengan Tipe A;

28. Kecamatan Carita dengan Tipe A;

29. Kecamatan Sukaresmi dengan Tipe A,
30. Kecamatan Mekarjaya dengan Tipe A;
31. Kecamatan Sindangresmi dengan Tipe A;
32. Kecamatan Pulosari dengan Tipe A;

33. Kecamatan Koroncong dengan Tipe A;
34. Kecamatan Majasari dengan Tipe A; dan
35. Kecamatan Sobang dengan Tipe A.

(2) Bagan struktur susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Besaran dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 3 memperhatikan asas:

a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
efisiensi;

efektivitas;

pembagian habis tugas;

rentang kendali;

tata kerja yang jelas; dan

fleksibilitas.
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BAB 111
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5
(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Perangkat Daerah induknya.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 6
(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

(2) Staf ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris daerah.

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaskud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.

(4) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, dan tugas Staf

Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat pada
Perangkat Daerah yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Bupati
mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada UPT yang telah ada
sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku,
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT
menurut Peraturan Daerah ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2014 Nomor 2); dan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6),

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 27 Desombor 2021
_BUPATI_PANDEG LA}:,

o1

Dosomber 2021

RIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

TAUFIK HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN (11,72/2021)
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